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Abstrak: Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan 

Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri  

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerimaan 

paak reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Kediri. Subjek penelitian ini adaalah 

Kepala Bagian Sekretariatan Bapenda Kabupaten Kediri, sedang objek penelitian ini adalah data-data pajak 

reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan Kabupaten Kediri tahun 2013-2017. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah kabupaten 

Kediri tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk 

menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Hasil analisis data dalam penelitian ini adalah 

tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan Kabupaten Kediri tahun 2013-

2017 sangat efektif karena nilai tingkat efektivitas lebih dari 100%. Dan tingkat kontribusi penerimaan pajak 

reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan masih belum memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah 

karena nilai persentase dibawah 10%. 

 

Kata kunci: Efeketivitas, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Perekonomian di Indonesia saat ini 

sudah menunjukkan kemajuannya, yaitu 

dengan adanya pembangunan yang merata 

di setiap daerah yang ada di Indonesia, hal 

ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya 

yang pembangunannya masih belum 

merata. Hal ini masih banyak terjadi karena 

pemerintah daerah masih belum 

memaksimalkan pemungutan pajak daerah 

dan retribusi yang ada pada daerahnya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan penerimaan dari pungutan pajak 

daerah, retribusi daerah, penerimaan dari 

dinas-dinas dan dari penerimaan lainnya 

yang sah. Apabila PAD suatu daerah 

semakin tinggi, maka itu mencerminkan 

keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan 

daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 

2007). 

mailto:erlindanurfitriasari@gmail.com
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Dalam Undang-Undang No. 33 

Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terdiri dari: a). Pajak Daerah, b). 

Retribusi Daerah, c). Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d). 

Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil 

penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; 

keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing; dan komisi, 

potongan, ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan dan/atau pengadaan 

barang dan/atau jasa oleh daerah). 

Berhasil atau tidaknya pemerintah 

daerah dalam pembangunan daerahnya bisa 

dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

apabilan PAD tinggi itu bisa dikatakan 

bahwa pemerintah telah berhasil dalam 

dalam pembangunan daerahnya dan telah 

berhasil untuk menerapkan otonomi daerah. 

Proporsi PAD dalam seluruh 

penerimaan daerah masih rendah bila 

dibandingkan dengan penerimaan lain-lain 

yang dimaksud dana lain-lain disini adalah 

dana perimbangan yang diterima daerah. 

Dana perimbangan merupakan sumber 

pendapatan daerah yang berasal dari APBN 

untuk mendukung pelaksanaan 

kewenangan pemerintah daerah dalam 

mencapai tujuan pemberian otonomi 

daerah. Pertumbuhan penerimaan PAD ini 

dapat mempengaruhi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk 

mewujudkannya, maka perlunya dilakukan 

suatu upaya untuk menggali potensi 

keuangan daerah dalam peningkatan 

pendapatan daerah. Untuk mencapainya, 

maka daerah tersebut dituntut harus keratif 

dan aktif di dalam meningkatkan PAD 

daerahnya. 

Di dalam PAD juga terdapat 

beberapa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi peningkatan PAD ataupun 

sebaliknya yaitu faktor-faktor yang dapat 

menghambat peningkatan PAD diantaranya 

yaitu, tingkat inflasi, pengangguran, 

kemiskinan, pendapatan per kapita 

masyarakat. 

Sripradita dkk (2014) dan 

Kobandaha dan Wokas (2016) menyatakan 

bahwa penerimaan pajak reklame sudah 

memenuhi target yang telah ditetapkan dan 

sudah efektif dalam upaya peningkatan 

PAD. 

Memah (2013), menyatakan bahwa 

penerimaan pada sektor pajak hotel dan 

pajak restoran sudah efektif jika dilihat dari 

kriteria nilai efektivitas. Pada penerimaan 

pajak hotel dinilai sudah berkontribusi 

positif terhadap penerimaan PAD, 

sedangkan untuk penerimaan pajak restoran 

belum memberikan kontribusi terhadap 

penerimaan PAD karena kriteria 

kontribusinya dibawah 10%.  

Dalam penelitian Lamia dkk (2015), 

menyatakan bahwa tingkat efektivitas 
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penerimaan pajak restoran, pajak reklame, 

dan pajak penerangan jalan secara 

keseluruhan sudah efektif, dan untuk 

tingkat kontribusi penerimaan pajak 

restoran dan pajak reklame masih sangat 

kurang berkontribusi dalam PAD, namun 

untuk penerimaan pajak penerangan jalan 

sangat berkontribusi terhadap PAD. 

Kabupaten Kediri merupakan salah 

satu daerah yang memiliki banyak 

penduduk yang melakukan bisnis terutama 

pada saat ini bisnis yang sedang diminati 

yaitu bisnis café atau rumah makan ataupun 

restoran. Selain bisnis café atau rumah 

makan, bisnis yang diminati saat ini yaitu 

bisnis karaoke meskipun tidak 

perkembangannya tidak pesat seperti bisnis 

café atau rumah makan ataupun restoran. 

Dengan banyaknya yang mendirikan bisnis 

baru saat ini membuat Kabupaten Kediri ini 

ramai akan banyak yang memasang 

reklame untuk memperkenalkan bisnis 

tersebut kepada masyarakat. 

Tingginya bisnis baru seperti café, 

rumah makan, ataupun restoran dan 

semakin banyaknya tempat hiburan, tempat 

wisata yang dibangun, dan dari pemasangan 

papan reklame merupakan unsur-unsur 

untuk menambah pendapatan asli daerah 

Kabupaten Kediri. Namun, hal tersebut 

dinilai belum optimal karena ada yang 

belum terorganisasi oleh pemerintah 

daerah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji ulang 

peneliti mengambil judul “Analisis 

Efektivitas Penerimaan Pajak 

Reklame, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan Dan Kontribusinya 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kediri”.

II. METODE 

A. Identifikasi Variabel 

Variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah efektivitas dan 

kontribusi pajak reklame, efektivitas 

dan kontribusi pajak restoran, 

efektivitas dan kontribusi pajak 

hiburan, Pendapatan Asli Daerah. 

B. Teknik dan Pendekatan 

Penelitian 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kediri. 

2. Waktu Penelitian 

waktu penelitian dalam penelitian ini 

yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan 

mulai bulan Mei 2018-Juni 2018. 
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D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang 

menjadi subjek penelitian ini adalah 

Kepala Bagian Sekretariatan untuk 

mendapatakan data-data berupa 

anggaran dan realisasi pajak daerah 

Kabupaten Kediri. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah 

data-data dari pajak reklame, pajak 

restoran, dan pajak hiburan yang ada 

di Kabupaten Kediri. Dalam 

penelitian ini mengambil objek 

penelitian jenis-jenis pajak daerah 

selama 5 (lima) tahun dalam periode 

2013-2017. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Menghitung Efektivitas 

Analisis efektivitas 

digunakan untuk mengukur 

hubungan antara hasil (realisasi 

penerimaan pajak reklame, pajak 

restoran, dan pajak hiburan) 

terhadap target pajak reklame, pajak 

restoran, dan pajak hiburan. Dimana 

semakin besar persentase target 

yang dicapai, maka semakin tinggi 

efektivitasnya. Efektivitas tersebut 

dapat dilihat pada tabel klasifikasi 

nilai efektivitas dan dapat diukur 

dengan menggunakan rumus 

berikut: 

 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas 

Presentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri 2006 

2. Menghitung Kontribusi 

Analisis kontribusi 

digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana pajak reklame, pajak restoran, 

pajak hiburan memberikan 

sumbangan dalam penerimaan 

PAD. Apabila semakin besar 

hasilnya berarti semakin besar pula 

peranan pajak pajak reklame, pajak 

restoran, pajak hiburan terhadap 

PAD, begitu pula sebaliknya. 

Kontribusi dapat diukur dengan 

menggunakan rumus: 

Teknik dan Pendekatan 

Penelitian 

 

Tabel 3.4 

Klasifikasi Nilai Kriteria Kontribusi 

Persentase Kriteria 

0.00%-10% Sangat Kurang 

10.10%-20% Kurang 

20.10%-30% Sedang 

30.10%-40% Cukup Baik 

40.10%-50% Baik 
Efektivitas = Realisasi penerimaan pajak daerah x 100% 

Target penerimaan pajak daerah 

Sumber: Halim, 2004:135 

 

Kontribusi = Realisasi penerimaan pajak daerah x 100% 

Realisasi penerimaan PAD 

    Sumber: Halim, 2007:163 
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Lanjutan 

Persentase Kriteria 

>50% Sangat Baik 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 

690.900-327 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis 

No Jenis Pajak 

Daerah 

Rata-Rata 

Efektivitas 

1 Pajak Reklame 140,86% 

2 Pajak Restoran 111,56% 

3 Pajak Hiburan 125,68% 

Sumber: Bapenda Kabupaten Kediri. 

Data Diolah 2018. 

No Jenis Pajak 

Daerah 

Rata-Rata 

Kontribusi 

1 Pajak Reklame 0,64% 

2 Pajak Restoran 0,80% 

3 Pajak Hiburan 0,21% 

Sumber: Bpenda kabupaten Kediri, 

data diolah 2018. 

B. Pembahasan 

1. Rasio Efektivitas Pajak 

Reklame, Pajak Restoran, 

Dan Pajak Hiburan 

Pajak reklame, pajak 

restoran, dan pajak hiburan 

merupakan salah satu dari 

bagian pajak daerah yang 

menjadi sumber penerimaan 

PAD. Kriteria Efektifitas pajak 

daerah menurut Mahmudi 

(2010: 143) jika rasio Efektifitas 

pajak daerah berada pada 100% 

berarti pemerintah daerah 

mampu mengumpulkan 

Pendapatan Asli Daerah sesuai 

dengan target yang diharapkan. 

Rasio efektivas pajak daerah 

terutama pajak reklame, pajak 

restoran, dan pajak hiburan 

terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Kediri rata-rata 

sudah sangat efektif. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja 

pemerintah daerah Kabupaten 

Kediri dalam menggali dan 

mengelola kekayaan daerahnya 

sudah sangat efektif. 

Terdapat penurunan pada 

ketiga jenis pajak tersebut, 

untuk penererimaan pajak 

reklame dan restoran terjadi 

penurunan nilai kriteria dari 

kriteria sangat efektif menjadi 

efektif dan untuk penerimaan 

pajak hiburan terjadi penurunan 

yang signifikan yaitu dari 

sangat efektif menjadi kurang 

efektif disebabkan karena 

kurangnya kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak 

dan belum optimalnya 

pemerintah daerah Kabupaten 

Kediri dalam mengelola potensi 

yang ada pada pajak daerah dan 

belum optimal dalam 

pengorganisasian penerimaan 
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pajak reklame, pajak restoran, 

dan pajak hiburan pada 

pendapatan asli daerah. Dan 

untuk penurunan yang terjadi 

pada sektor pajak hiburan 

disebabkan oleh bencana alam. 

 

2. Rasio Kontribusi Pajak 

Reklame, Pajak Restoran, 

Dan Pajak Hiburan 

 

 

A. Pembahasan  

Hasil ini mendukung 

penelitian sebelumnya (Gozaliem 

dkk, 2013), Mengatakan bahwa 

analisis varians pendapatan 

terlaksana dengan baik karena 

realisasi meningkat setiap tahunnya 

melebihi yang dianggarkan pada 

Pemerintah Kota Bitung. 

1. Derajat Desentralisasi  

 Kategori derajat desentralisasi 

menurut dalam Bisma dan Susanto 

(2010), menyebutkan jika Derajat 

Desentralisasi berada di atas 50% 

menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah mampu menyelenggarakan 

desentralisasi. Menurut hasil 

perhitungan derajat desentralisasi 

Kabupaten Kediri menunjukkan 

angka rata-rata 12,17%sehingga 

dapat dikatakan rendah/ kurang. 

Derajat Desentralisasi tertinggi 

terjadi pada tahun 2017 sebesar 

19,64%. Hal ini  disebabkan karena 

adanya peningkatan pada 

pemerintah Kabupaten Kediri dalam 

mengelola PAD, namun dana dari 

pemerintah pusat juga masih ikut 

meningkat menyebabkan derajat 

desentralisasi menjadi kurang, 

sedangkan derajat desentralisasi 

terendah terjadi pada tahun 2015 

sebesar 13,56%. Penurunan 

disebabkan Rendahnya kontribusi 

PAD dikarenakan masih 

bergantungnya pemerintah 

Kabupaten Kediri terhadap 

pemerintah pusat. Semakin rendah 

kontribusi PAD maka semakin 

rendah kemampuan pemerintah 

Kabupaten Kediri dalam 

menyelenggarakan desentralisasi. 

Hal ini disebabkan karena 

pemerintah Kabupaten Kediri belum 

maksimal dalam mengelola 

Pendapatan Asli Daerah baik 

pendapatan dari sektor pajak 

maupun pendapatan dari Badan 

Usaha Milik Daerah. 

Hasil ini mendukung penelitian 

sebelumnya ( Paramitha dkk, 2012), 

menyatakan bahwa rasio derajat 

desantralisasi masih kurang 
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meskipun ada peningkatan tapi 

nilainya masih kurang. 

2. Rasio Ketergantungan Keuangan 

Daerah  

     Menurut Tim Litbang Depdagri 

Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma 

dan Susanto (2010) nilai Rasio 

Ketergantungan Keuangan 

Daerahjika Rasio ketergantungan 

keuangan daerah berada di atas 50% 

berarti pemerintah daerah memiliki 

ketergantungan keuangan daerah 

yang tinggi. Rasio ketergantungan 

keuangan daerah Kabupaten Kediri 

menunjukkan angka rata-rata 

sebesar 53,20%. Tingkat 

ketergantungan tertinggi terjadi 

pada tahun 2016 yaitu 68,78%, 

sedang tingkat ketergantungan 

terendah terjadi pada tahun 2015 

yaitu 58,05%. Hasil analisis masing 

- masing angka di atas 50% 

menunjukkan bahwa Kabupaten 

Kediri masih sangatbergantung 

terhadap pemerintah pusat, semakin 

tinggi rasio ketergantungan 

keuangan daerah maka semakin 

besar tingkat ketergantungan 

pemerintah Kabupaten Kediri 

terhadap pemerintah pusat. Hal ini 

disebabkan karena pemerintah 

Kabupaten Kediri belum maksimal 

dalam mengelola Pendapatan Asli 

Daerah baik pendapatan dari sektor 

pajak maupun pendapatan dari 

Badan Usaha Milik Daerah. 

Hasil ini mendukung penelitian 

sebelumnya (Paramitha dkk, 2012), 

menyatakan bahwa rasio 

ketergantungan masih sangat tinggi 

dikarenakan Pemerintah Kota Kota 

mabagu masih cenderung 

mengandalkan dana dari pemerintah 

pusat 

3. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli 

Daerah 

Kriteria Efektifitas PAD menurut 

Mahmudi (2015: 143), jika rasio 

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 

berada pada 100% berarti 

pemerintah daerah mampu 

mengumpulkan Pendapatan Asli 

Daerah sesuai dengan target yang 

diharapkan. Rasio Efektifitas 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Kediri menunjukkan angka rata – 

rata sebesar 119,56%. Tingkat 

Efektifitas tertinggi terjadi pada 

tahun 2013 yaitu sebesar 130,63%, 

sedangkan tingkat Efektifitas 

terendah terjadi pada tahun 2015 

yaitu sebesar 106,56%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat 

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kediri sangat efektif 

terbukti pada beberapa tahun tingkat 
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Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 

diatas 100%. 

Hasil ini mendukung penelitian 

sebelumnya (Gozaliem dkk,2013), 

menyatakan bahwa Pemerintah 

Kota Bitung dalam menggunakan 

anggaran pendapatan dan belanja 

dapat dikatakan sangat efektif, hal 

ini terlihat dalam rasio efektivitas 

PAD dan dalam analisis varians juga 

dapat terlihat bahwa pemerintah 

daerah sangat efektif dalam 

menggunakan anggaran pendapatan 

daerah. 

4. Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah 

Menurut Halim (2002:189), 

dalam melihat pola hubungan 

dengan kemampuan daerah 

menyebutkan jika rasio 

Kemandirian berada di bawah 25% 

berarti pemerintah daerah memiliki 

tingkat kemandirian yang rendah 

sekali. Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah Kabupaten Kediri 

menunjukkan angka rata – rata 

sebesar 23,04%. Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah 

tertinggi terjadi pada tahun 2017 

sebesar 31,72%, sedangkan tingkat 

Kemandirian terendah terjadi pada 

tahun 2013 sebesar 16,70%. Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah 

yang rendah menurut Halim 

(2002:189), termasuk dalam 

kategori pola Instruktif di mana 

peranan pemerintah pusat lebih 

dominan dari pada kemandirian 

pemerintah daerah (daerah yang 

tidak mampu melaksanakan 

otonomi daerah). Hal ini terbukti 

dengan banyak program yang 

bersumber dari pemerintah pusat 

seperti program dana desa dll. 

Hasil ini mendukung penelitian 

sebelumnya (Yunus dkk, 2017), 

menyatakan bahwa Kabupaten 

Morowali  memiliki kinerja kurang 

baik dikarenakan masih dinilai 

sangat rendah  dengan pola 

hubungan instruktif. 

5. Analisis Varians Belanja 

Daerah  

Jika Analisis Varians Belanja 

Daerah terdapat selisih lebih 

(realisasi belanja melebihi jumlah 

yang dianggarkan) maka dikatakan 

memiliki kinerja keuangan belanja 

yang tidak baik, sedangkan jika 

terdapat selisih kurang (realisasi 

belanja kurang dari jumlah yang 

dianggarkan) maka kinerja 

keuangan Belanja dinilai baik 

(Mahmudi, 2010). Analisis Varians 

Belanja Daerah menunjukkan 

bahwa secara umum kinerja 
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keuangan belanja Kabupaten Kediri 

dapat dikatakan cukup baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan semua Realisasi 

Belanja tidak melebihi Anggaran 

Belanja. Realisasi Anggaran 

Belanja dari tahun 2013-2017 yang 

mencapai angka rata-ratasebesar Rp 

466.348.701.360,28. Varians 

Belanja tertinggi terjadi pada tahun 

2016 sebesar Rp 

586.820.141.653,67 hal ini 

disebabkan karena pemerintah 

kabupaten kediri dalam membuat 

anggaran belanja untuk belanja tidak 

terduga terlalu tinggi dikarenakan 

pada tahun 2016 masih ada proyek 

pembangunan yang belum 

terselesaikan pada tahun 2015. 

Hasil ini mendukung penelitian 

sebelumnya (Karlina dkk, 2017), 

yang menyatakan bahwa analisis 

varians belanja daerah Kota 

Surabaya rata – rata baik. 

6. Analisis Keserasian Belanja 

Daerah  

Menurut Mahsun dalam Batafor 

(2011), nilai Keserasian Belanja 

Daerah jika dilihat dari tingkat rasio 

Belanja Operasi terhadap Total 

Realisasi Belanja 

Daerahmenunjukkan rata – rata 

diatas 60% berarti Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kediri lebih 

mengalokasikan Belanja Operasi 

atau melakukan keperluan belanja 

yang bersifat jangka pendek. 

Sedangkan jika berdasarkan tingkat 

Rasio Belanja Modal terhadap Total 

Realisasi Belanja Daerah 

menunjukkan rata – rata dibawah 

40% berarti Pemerintah Kabupaten 

Kediri dalam mengalokasikam 

Belanja Modal atau melakukan 

belanja yang bersifat jangka panjang 

cukup rendah. Pemerintah 

Kabupaten Kediri melakukan 

belanja yang relatif besar dengan 

rata-rata sebesar 79% yang 

digunakan untuk keperluan belanja 

operasi, sedangkan untuk belanja 

modal hanya sebesar 21% hal ini 

disebabkan karena pemerintah lebih 

mengutamakan belanja operasi guna 

meningkatkan pelayanan daripada 

untuk investasi jangka panjang. 

Hasil ini mendukung penelitian 

sebelumnya (Yunus dkk, 2017), 

menyatakan bahwa rasio keserasian 

belanja operasi dinilai serasi 

sedangkan belanja modal dinilai 

kurang serasi, dimana Kabupaten 

Morowali lebih memprioritaskan 

anggaran belanjanya untuk belanja 

operasi di bandingkan dengan 

belanja modal. 
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7. Analisis Efisiensi Belanja 

Daerah   

Tingkat penghematan anggaran 

yang dilakukan pemerintah. 

Pemerintah daerah dinilai telah 

melakukan efisiensi anggaran jika 

rasio efisiensinya kurang dari 100%. 

Sebaliknya jika melebihi 100% 

maka mengindikasikan terjadinya 

pemborosan anggaran (Mahmudi, 

2010). Tingkat  Efisiensi Belanja 

Daerah Kabupaten Kediri 

menunjukkan nilai rata – rata 

sebesar 82,4%. Tingkat efisiensi 

belanja Daerah tertinggi terjadi pada 

tahun 2014 yaitu sebesar 76,11%, 

sedangkan tingkat Efisiensi Belanja 

Daerah terendah terjadi pada tahun 

2017 yaitu sebesar 88,79%. Tingkat  

Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten 

Kediri digolongkan cukup Efisien 

hal ini terbukti pada semua tahun 

berada di bawah 100%. 

Hasil ini mendukung penelitian 

sebelumnya (Yunus dkk, 2017),  

menyatakan bahwa Analisis 

efesiensi Kabupaten Morowali 

dinilai sudah efisian, karena 

cenderung berfluktuasi disebabkan 

karena sebagian besar belanja 

daerah digunakan sebagai belanja 

operasi. Dan juga sesuai dengan 

ungkapan yang dijelaskan oleh 

(Faisol, 2017) yang menerangkan 

bahwa efisiensi anggaran 

merupakan salah satu instrumen 

penting dalam merealisasikan 

desentralisasi secara nasional, hal 

tersebut dikarenakan sebagai 

perwujudan kinerja pemerintah 

yang dilihat tingkat 

pertumbuhannya. 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, 

maka dapat disimpulkan: 

1. Analisis Varians Pendapatan 

Pemerintah Kabupaten Kediri 

secara umum sudah dapat 

dikatakan baik karena realisasi 

pendapatan melampaui target 

anggaran. 

2. Analisis Derajat Desentralisasi 

Pemerintah Kabupaten Kediri 

dapat dikatakan kurang, sehingga 

menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah masih belum bisa 

menyelenggarakan 

desentralisasi. 

3. Rasio Ketergantungan Keuangan 

Daerah Pemerintah Kabupaten 

Kediri dikatakan masih sangat 

tinggi terhadap pemerintah pusat. 

4. Efektifitas PAD Daerah 

Kabupaten Kediri dapat 

dikatakan sangat efektif sekali 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Erlinda Nur Fitria S.| 14.1.02.01.0251 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 11 || 

 
 

karena pemerintah daerah dapat 

memaksimalkan Pendapatan Asli 

Daerah sesuai target yang 

diharapkan. 

5. Rasio Kemandirian Pemerintah 

Kabupaten Kediri dikatakan 

rendah karena tingkat 

ketergantung terhadap 

pemerintah pusat masih sangat 

tinggi yang menunjukkan bahwa 

peran pemerintah pusat lebih 

dominan dari pada kemandirian 

daerah. 

6. Analisis Varians Belanja daerah 

Kabupaten Kediri secara umum 

sudah dapat dikatakan baik 

karena anggaran pendapatan 

lebih besar daripada realisasi 

pendapatan. 

7. Analisis Keserasian Belanja 

Daerah Kabupaten Kediri secara 

umum dapat dikatakan kurang 

serasi karena kabupaten lebih 

mengutamakan belanja operasi 

dibandingkan belanja modal. 

8. Analisis Efisiensi Belanja daerah 

Kabupaten Kediri dapat 

dikatakan Efisien. 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

peneliti mencoba memberikan  saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten 

Kediri 

a. Pemerintah Kabupaten Kediri 

perlu lebih berusaha untuk 

dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) melalui penggalian 

potensi-potensi baru daerah 

dan pengembangan potensi 

daerah. 

b. Pemerintah Kabupaten Kediri 

untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya hendaknya 

mengurangi ketergantungan 

pada Pemerintah Pusat. 

emerintah daerah  seharusnya 

dapat meningkatkan investasi 

dengan memberikan insentif 

bagi investor yang akan 

menginvestasikan modalnya 

ke Kabupaten Kediri seperti 

memberikan keamanan dalam 

berinvestasi, bunga yang 

tinggi, dan lain sebagainya. 

Dengan meningkatkan 

investasi maka dapat 

meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, dimana jika 

pertumbuhan ekonomi 
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meningkat, PAD juga dapat 

meningkat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya 

disarankan untuk menambah 

tahun penelitian agar analisis 

terhadap kinerja pemerintah 

daerah mendapatkan gambaran 

kinerja pemerintah yang jelas dan 

lebih mendekati kebenaran. 

Peneliti selanjutnya juga 

disarankan untuk menambah 

rasio-rasio yang dapat digunakan 

seperti rasio pertumbuhan, 

pembiayaan, dan rasio-rasio 

lainnya dalam menganalisis 

kinerja pemerintah daerah agar 

lebih optimal. 

V. DAFTAR PUSTAKA  

Abdul Halim. (2007). Akuntansi 

Sektor Publik, Akuntansi 

Keuangan Daerah. Jakarta: 

Salemba Empat.  

Bisma, I Dewa. Hery, Susanto. 2010. 

Evaluasi Kinerja Keuangan 

Daerah Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 

Anggaran 2003 – 2007. Ganec 

Swara Edisi Khusus, 3 (4) : 75-

86. 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

2018, Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

periode 2013-2017. Dinas 

Pendapatan. Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kediri.  

Faisol. 2017. The Analysis of local 

Government Expenditure Efficiency 

and Its Impact on Economic Growth 

in Indonesia. Tesis. Tidak 

dipublikasikan. Kediri : FE UNP. 

Mahmudi. 2010. Analisis Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

Edisi Dua. UPP STIM  YKPN. 

Yogyakarta.  

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor 

Publik. Yogyakarta: Andi.  

Media gramini, Muh. Yunus kasim 

dan Ci rianty k. Bidin. (2015). 

analisis kinerja anggaran 

pendapatan belanja daerah 

Kabupaten morowali. jurnal 

ilmu manajemen universitas 

tadulako Vol. 3, no.1, januari 

2017, 055-069 

Nurlan Darise. (2008). Akuntansi 

Keuangan Daerah (Akuntansi 

Sektor Publik). Jakarta: Indeks. 

Sugiyono. (2015) Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D. Alfabeta CV, Bandung. 

 

 


